BAB VI
PENUTUP
6.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai
Peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola hutan Mangrove desa Nangadhero
Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Hal ini sangatlah penting dalam
melestarikan kawasan hutan Mangrove yang tumbuh dengan sendirinya
disekitar pesisir pantai Nangadhero untuk dijadikan sebagai hutan yang
berguna bagi masyarakat Nangadhero terutama bagi mereka yang berada
disekitar kawasan tersebut. Aspek yang diteliti adalah fungsi layanan (servicing
function), fungsi pemberdayaan (empowering function), fungsi pengaturan
(regulating function). Berdasarkan indicator-indikator serta hasil analisa yang
didukung dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan
dilapangan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
A. Fungsi layanan (servicing function).

Peran pemerintah dalam aspek fungsi layanan memang sudah
dilaksanakan dengan baik. Realisasi program dan bentuk pelayanan
pemerintah yang sudah dijalankan oleh pemerintah ini mendapatkan
apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Adapun usulan dari
masyarakat kepada pemerintah agar segera memperhatikan dan

menjawab persoalan kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat.



B. Fungsi pemberdayaan (empowering function).

Fungsi pemerintah dalam hal pemberdayaan sudah mulai membaik
dengan adanya hasil positif dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan oleh
pemerintah  terhadap masyarakat. Peran pemerintah  dalam
pemberdayaan juga didukung oleh kesadaran masyarakat dan rasa
memiliki yang tinggi akan pentingnya hutan Mangrove karena
masyarakat bertindak atas kemauan mereka sendiri yang mencerminkan
mulai adanya kemandirian.

C. Fungsi pengaturan (regulating function).

1. Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait sudah melaksanakan
tugas mereka dengan baik dalam hal menjaga dan membatasi
perilaku masyarakat yang mengancam hutan Mangrove yang
dijadikan hutan lindung dengan memberikan rambu-rambu
larangan di beberapa tempat.

2. Masyarakat setempat masih bermodalkan aturan perasaan akan
kesadaran yang tinggi dimana masyarakat akan ditegur langsung
atau di jadikan bahan pembicaraan jika melakukan hal yang
salah, karena untuk sementara belum ada aturan yang jelas dari

pemerintahan desa dalam hal perlindungan hutan Mangrove.



6.2 SARAN
A. Fungsi layanan (servicing function).

1. Pemerintah daerah diharapkan segera memperhatikan dan
menyediakan kebutuhan yang mendasar yaitu kebutuhan akan air
bersih demi kesejahteraan masyarakat Nangadhero.

2. Diharapkan pemerintah berusaha agar tetap mempertahankan
sikap, mental, perlakuan yang adil dan pemerataan yang efektif
dalam pelayanan masyarakat.

B. Fungsi pemberdayaan (empowering function).

1. Kepada masyarakat setempat diharapkan agar tetap melestarikan
kekayaan alam yang ada dan tetap mempertahankan kesadaran,
rasa memiliki yang sudah tertanam dalam setiap pribadi mereka
sendiri.

C. Fungsi pengaturan (regulating function).

1. Diharapkan pemeritah desa Nangadhero segera merancang dan

mengeluarkan peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan

tata kelola hutan Mangrove.
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